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Menimbang

Mengi/ gat

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTA3DAERAH

TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHARNY ANG MAHA ESA

BUPATI KERUMEN,

bahwa calainesenyusur, Rencana Anggaran Pendapatan
dan #Cylaiias Daeran, “Tahun Anggaran 2008 harus
merlasarifan  dag (berpedoman pada Rencana Kerja
Yemeriah Daexali yang berfungsi sebagai Dokumen
Pesencanaan Raerah untuk periode 1 (satu) tahun, maka
[rerlu merystin Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2008;

ghwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

daram huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana K erja Pemerintah Daerah Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ketgngan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesizegTaiin
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negare, RZpnblik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004y tentarty Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasigfich, (Lenmigaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomigr 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik ladonesia Nornor 4421);

Undang-Undang Nomor 32%¢Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lewvaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20C% Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik ladoriesia Nomown, 4437) sebagaimana
telah diubah delgas Lndang-lJiadang Nomor 8 Tahun
2005 tentanCyPencianan Peratttzn Pemerintah Pengganti
Undang-UzrdangyNomor 3 {Lahtn 2005 tentang Perubahan
atas Un{apg-hlndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemesistali an/Daerahvmenjadi Undang-Undang (Lembaran
Ne¢ aa0 Republik ‘lionesia Tahun 2005 Nomor 108,
Jampakan Lemisaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348);

bindang-Uirdlang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimgangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Penmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
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19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan  Dekonsentrasi  (Lembaran  1%egara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambajan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 405

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun, 2391 “wntang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan®(L¢ nbara* Negara
Republik Indonesia Tahun 2001gxpmor ¥ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia I\gmor 4106);

Peraturan Pemerintah Non{x 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah {Lepsbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomi 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndCgesia Nomor 4463);

Peraturan Pemerigiicy Ngmor 24~ Tahun 2004 tentang
Penyusunan Reniafa [ferja dan, Anggaran Kementerian
Negara/Lembcpa (L& nbaran, Negara Republik Indonesia
Tahun 280 Ntwdor 75; Cambahan Lembaran Negara
Republik1gdoy&sia Nemer4406);

Per{turtin, Pemeriritaip-' Nomor 79 Tahun 2005 tentang
[fedGiaan’ Pembingan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Famerintahan| “Daerah  (Lembaran Negara Republik
knadnesia_Takun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

Peratutan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara’ Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Rencana K erja Pemerintah Tahun 2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun



Menetapkan

2004 Nomor 43);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipass Masyarakat dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2¢Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dagrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahtrin2087
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerth Kabupden
Kebumen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAN TAHUN 2008

Pasal 1
Rencana Kerja,Pagerintah Daeralt Tahun 2008 sebagaimana

tersebut dalen Zgmniran Peraturan Bupati ini dan merupakan
bagian yaag tilak/terpisalikan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rengaria Kerig, Pemerintah Daerah Tahun 2008 sebagaimana
dingaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman untuk menyusun
~encana.lXerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan
Umurtr3Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 berfungsi
sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2008 dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan
Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2008 tercermin dalam Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan kebijakan
Pemerintah  Kabupaten  Kebumen lainnya  dengan
mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah
Pusat sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangran.

Agar setigp orang mengetahuinya, _gmeeririiahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dafigan‘penenipatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebufe:

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal

BYPATI KEBUMEN,
t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan g7 Kebuniaa

pada tanggal

SERREFARIS DAERAF
KIRUFATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007 NOMOR



BAB 11
PRIORITASPEMBANGUNAN DAERAH

A. Kondis Umum Pencapaian Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2008

Proses pembangunan pada Tahun 2006 memberi pelajaran berhasqa Cgai
pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatany., Ferfieriiah
Kabupaten Kebumen telah berupaya mengimplementasi kangltJndaig-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral aan Peraswran Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan reeuangan Daerah
secara optimal.

Melalui berbagai proses penyesuaian kebijakan pembangunan daerah,
berbagai langkah telah dilakukan dag, divarapkan mencapai sasaran yang
diharapkan. Beberapa kondis yana te ai difapai anfaraiain:

1. Proses Demokratisasi dalasaKenidypan So§d, dan Politik
Pada Tahun 2007 (di J~nabupgieri~Kebumen akan dilaksanakan
Pemilihan Kepala L)eta gecara serefiak di beberapa desa (431 desa) dan
diselengoareikan el alui 4 (efipar) tahap pemilihan. Proses demokrasi di
tingkat \lesa inif diharapkaty berlangsung dengan aman, tertib dan lancar
sgliingga titar merusaksstabilitas daerah yang dapat mengganggu kondisi
dan’ momentun~ypembangunan Kabupaten Kebumen. Keberhasilan
pelcixsanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi momentum untuk kemajuan
Kabupaten Kebumen ke depan, karena ha tersebut merupakan cerminan
stabilitas keamanan wilayah yang dapat dipromosikan kepada investor
maupun calon investor.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai upaya pemulihan dan restrukturisasi kebijakan ekonomi di
tingkat nasional yang dilaksanakan telah mampu memberikan stabilisas
ekonomi makro diharapkan segera mendorong pertumbuhan sektor riil.

Ha ini diharapkan berpengaruh langsung pada perkembangan,
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pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di berbagai daerah pada umumnya
dan Kabupaten Kebumen pada khususnya. Pengaruh tersebut dapat
diindikasikan dari peningkatan pencapaian berbagai indikator ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2006 pertufithuhan
ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 3,79% (atas dasar hargamsansign
Tahun 2000), meningkat dibanding laju pertumbuhan ekonomi paga Tanun
2005 sebesar 3,27%.

. Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Pertanian

Sektor Industri pada Tahun 2005 tumbuh sekitar -C,33% (atas dasar
harga konstan Tahun 2000), sedangkan pade 1%hun 2006, sektor industri
diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,45% ddngan jumlah industri kecil
rumah tangga pada Tahun 2005_sejésmlah 35.1€8 “dan industri kecil
menengah sgiumlah 1.191. Pada Tdnun 2006 sneningkat menjadi 59.643
untuk industri kecil rumah tcpgoa sedanORar industri kecil menengah
tetap.

Secara makrc. sémua sub sekier pada Sektor Industri mengalami
pertumbuhan pestif Kecuali kadusiri Kertas dan Barang dari Kertas serta
Industrif LogamgDecsar yaihg diperkirakan akan mengalami pertumbuhan
negatif. Fagingkatan eertumbuhan Sektor Industri ini merupakan dampak
dari Megiatan rekonstruks pasca bencana gempa bumi di Daerah Istimewa
Y'uatyakarta dan Jawa Tengah.

Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan,
pada Tahun 2006 telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada Sektor
Pertanian sebesar 1,67% sedangkan pada Tahun 2005 pertumbuhannya
4,59% (atas dasar harga konstan Tahun 2000). Rendahnya pertumbuhan
ekonomi Sektor Pertanian pada Tahun 2006 disebabkan antara lain karena
rendahnya pertumbuhan sub tanaman pangan selain padi dan kacang ijo,
serta terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan keterlambatan dan

kuantitas panen.
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4. Saranadan Prasarana/Infrastruktur

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang telah
dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga
kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur terutama transportasi,
sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum, dan pengichatan
lingkungan masih jauh di bawah kebutuhan. Dengan kondis tergafut dan
keterbatasan pembiayaan pemerintah maka perlu dilakukan @ricritas
penanganannya.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur gteftama “peningkatan/
pemeliharaan jalan sangat terpengaruh oleh kenaika®» minyak dunia
sehingga mempengaruhi harga bahan terutana'éspal. Kenaikan harga aspal
sangat mempengaruhi pencapaian kinerja seiingga target panjang jalan
yang dipelihara/ditingkatkan, berkurarig panjangnya“dibandingkan pada
saat direncanakan.

5. Kesgjahteraan Masyarakat

Jumlah rumah tehgga miskin menuirut data Badan Pusat Statistik
Kebumen dari hasi pcndaidan Sefsus Ekonomi Tahun 2005 mencapa
48,28% atau bi'a dik&Rulasikanjumlah rumah tangga miskin mencapai
132.967/ rumah tarigga. Jumlan tersebut analog dengan jumlah penduduk
yang hiacp, digyawah, garis kemiskinan masih sangat besar, yaitu sekitar
1ebihdurang 664.835 ribu jiwa.

Pada Tahun 2008, akan dilakukan berbagai langkah secara intensif
¢ an efektif bagi penurunan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan
pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan dalam rangka
pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin serta
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sebagai pendukung utama
bergeraknya ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan. Langkah-
langkah lain yang dilakukan meliputi kegiatan dalam rangka memperbaiki
kualitas pertumbuhan ekonomi, langkah-langkah ini pada Tahun 2007
lebih ditingkatkan dengan dilakukannya program-program pengurangan

kemiskinan seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin,



pengembangan agribisnis, peningkatan ketahanan pangan, pengentasan
wajib belgar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat miskin.

. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen cukugytinggi
dan ada kecenderungan selalu meningkat. Ditinjau dari keadaan pagducik
usia kerja (penduduk usia 10 tahun ke atas) yang berjumlaii 977.842 liwa,
dapat digambarkan angkatan kerja sgjumlah 659.809 jivaytau 6%47% dan
bukan angkatan kerja sgjumlah 318.133 jiwa atad “pbesar 82,53%. Dari
jumlah 659.809 penduduk angkatan kerja, yang bekerja cebanyak 623.465
jiwa atau 94,49% dan sebanyak 36.344 ) wg Atau 5,51% merupakan
penduduk yang mencari kerja. Jumlah [éncari kerja yang belum
ditempatkan sampai akhir Tahun 2005%ebanyak 18.633 jiwa, sedangkan
yang terdaftar sebagai pencari K ig sabanyak~13.960 jiwa. Dari jumlah
tersebut 683 jiwa di antaranyalitempatkan kerja dan 12.412 jiwa dihapus
dari daftar.

Kondis ini fiemerlukan pefatrtan khusus mengingat mereka ini
seharusnya masin dua&<di baagiai sekolah. Selain masalah pengangguran
terbuka/ masalah Retenagakerfaan lain adalah kecenderungan penurunan
lapangan®«eria® formal\ Gdlam tiga tahun terakhir. Menurunnya jumlah
rapapgan kerja faqhal menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja
ircarmal. Kebanyakan pekerja yang bekerja pada lapangan kerja informal
| ekerja pada sektor yang kurang produktif. Akibatnya upah riil yang
diterimarelatif rendah dan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti
tercantum dalam tingkat pemenuhan pangan, sandang dan papan. Semakin
besarnya lapangan kerja informal telah menyebabkan perbedaan upah
yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Tingkat
pengangguran Kabupaten Kebumen di Tahun 2007 diperkirakan akan
mencapai 7% dari total angkatan kerja.
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7. Berbagai Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur tingkat
kesgjahteraan masyarakat suatu wilayah yang merupakan komposit dari
angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan
paritas daya beli. Hingga Tahun 2006, Indeks Pembangunan Njanusia
Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan yang signifikas, yeitu
sebesar 68,11% dibanding Tahun 2005 sebesar 68,1%.

Pada Tahun 2006 Angka Harapan Hidup saat |2hirgtebesds, 68,93%,
angka melek aksara penduduk usia 15 tahun kegicy, sebeses 89,3% dan
rata-rata lama sekolah yaitu waktu yang dijalani pendudut’c dalam kegiatan
pembelgjaran secara formal sebesar 6,83 tali urijdan pendapatan domestik
bruto per kapita yang dihitung berdasarkan piitas daya beli (Purchasing
Power Parity) sebesar Rp 522.100,00 (i#uman Development Index, 2006).

Pembangunan pendidikan {3elédma perioge “Fahun Anggaran 2006
menunjukkan kemajuan yargicukup berarii. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa indikator antarc: 170N Angka Paitidipasi Kasar untuk tingkat dasar
(Sekolah Dasar/Mglrasah Tutidaiyam).'sebesar 108,79%, tingkat Sekolah
Lanjutan Tingigt Petina sebesar 95,78% dan untuk tingkat Sekolah
Lanjutar’ Tingkat “ktas sebesar 52,82%. Sementara itu indikator Angka
Partisipaciy, Midini untyk® tingkat Sekolah Dasar/Madrasah |Ibtidaiyah
sebesar 92,15%, ofingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar
12,31% dan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 43,24%.

Pembangunan kesehatan telah menunjukkan kemauan yang
signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, dengan
membaiknya berbagai indikator kesehatan. Jumlah kematian bayi menurun
dari 96 pada Tahun 2005 menjadi 33,71 pada Tahun 2006.

Secara keseluruhan kesenjangan dergjat kesehatan dan taraf
pendidikan kelompok masyarakat masih cukup tinggi termasuk
kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk
laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan

perdesaan serta kesenjangan antar daerah.
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Upaya pembangunan kependudukan dan keluarga, peningkatan
kesgahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan terus mengalami
kemajuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Keluarga Berencana,
jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina
Keluarga Lansia meningkat. Upaya pembangunan bidang kesejelteraan
sosial lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui pemberdayzag awak
terlantar, anak jalanan, dan santunan bagi lanjut usia“terlantar serta
peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Partisipasi dan perlindungan perempuan dalsiTipembaigunan masih
rendah karena masih banyak ditemui kasus yang dicami perempuan
seperti diskriminasi, kekerasan dan eksplcitesi, Akses sebagian besar
perempuan terhadap layanan kesehatan Wiasih perlu ditingkatkan.
Demikian juga pendidikan yang lebia tinggi dag“keterlibatan dalam
kegiatan publik perlu diperluas.

. Pengelolaan Sumber Daya Alag dan Lingkgrgan Hidup

Pengelolaan sumbér giayawalam daa_lingkungan hidup masih belum
menunjukkan hasil (yapg opumal. Kegratan manusia yang terus meningkat
dan bersifat_elecoloitedd dan boros/tidak efisen mengakibatkan sumber
daya allim terus “mengalami® depresi dan degradasi. Lahan kritis di
Kabupaten, Kgbumen \oada Tahun 2006 seluas 35.321,10 ha, upaya
penagganan lahag. Xritis yang dilakukan melaui pembangunan hutan
recivat Tahun 2003 sebanyak 2.556 ha, Tahun 2004 sebanyak 3.500 ha,

‘ahun 2005 sebanyak 300 ha, Tahun 2006 sebanyak 200 ha, hal ini bisa
mengurangi luas lahan setelah 5 (lima) tahun berjalan.

Seiring dengan upaya penanganan sumber daya alam dan lingkungan
hidup, maka penanganan lahan kritis menjadi konsekuens logis yang tidak
terhindarkan. Untuk keperluan tersebut diluncurkan Gerakan Nasional
Rehabilitas Hutan dan Lahan yang pada Tahun 2007 merupakan tahun
terakhir. Di samping itu, pada Tahun 2004 diluncurkan program hutan
desa sebanyak 25 (dua puluh lima) desa, hutan rakyat 11 (sebelas) desa
seluas 225 ha, penanaman turus jalan 10 (sepuluh) desa sepanjang 74 km
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dan pada Tahun 2006 sepanjang 21,6 km, program tersebut dilaksanakan
dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan pencemaran lingkungan belum optimal yang ditandai
dengan masih besarnya timbunan sampah sebesar 3,651 liter/orang/hari
pada Tahun 2006. Sementara sampah yang terangkut baru m@acapai
1.673.160 ton dari total produksi sampah 4.427,965 ton.

B. Masaah dan Tantangan Utama Tahun 2008
Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkzii“hahwamnasalah dan

tantangan utama yang dihadapi memasuki Tahun 2008 antarc.*ain :

1. kekhawatiran dan ketidakpastian sebagian Hedar, masyarakat akan masa
depan dan kesgjahteraannya;

2. jumlah penduduk yang hidup di bawali'garis kemiskirian dan rentan untuk
jatuh ke bawah garis kemiskinan (nadhgangat besax;

3. tingkat pendidikan penduduk Gyn akses pel zwanan kesehatan terutama bagi
penduduk miskin masih fepbawdan

4. pelayanan umum (pesietinahan (Belim optimal dan sarana prasana

pelayanan umug masiwkurang,

Dari {wraian §i atas gapai disimpulkan bahwa permasalahan yang
dihadspi oleh reeSupaten Kabumen ke depan adalah :
1. < Kepfiskinan
Dalam penanggulangan kemiskinan, permasalahan dan tantangan
Jang masih dihadapi dalam upaya pemenuhan secara bertahap hak-hak
dasar masyarakat miskin saat ini, yaitu :
a. kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin;
b. kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi
masyarakat miskin;
c. kurangnya pemahaman terhadap perbedaan kondisi kemiskinan di
berbagai wilayah;
d. kurangnya ketersediaan data untuk mendukung penentuan sasaran dan

kelompok sasaran secara akurat;
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e. lemahnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan,

f. lemahnyakoordinas antar pelaku pembangunan;

g. kurangnya keterlibatan masyarakat; dan

h. lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Kemiskinan juga dapat diakibatkan karena kurangnyag, akies
masyarakat terhadap sumber daya. Akses masyarakat terhadapf suirioer
daya ekonomi misanya harus ditunjang dengar! perabhangunan
infrastruktur yang memadai. Kondisi geografis Kzutpaten Kigbumen yang
memiliki wilayah pegunungan di bagian utara merijyebabkan terjadi
ketimpangan infrastruktur wilayah Kabufaig, Kebumen. Sedangkan
dalam pengurangan kesenjangan, upaya unti< mengurangi kesenjangan
antar wilayah masih menghadapi bebesapa permaslehan dan tantangan,
yaitu:

a. masih adanya wilayah-wilcgah yang tertimggal dalam pembangunan;

b. belum berkembangnyaviiyah-wilayaht strategis dan cepat tumbuh;

c. kurang berfungfinya sisiem satlart wilayah pengembangan dan desa
pusat pertuigbuharda am pembangunan wilayah;

d. keti¢akseimbarigan pertumbuhan antar wilayah;

e. . masitigdanya keserijarigan pembangunan antara desa dan kota; dan

1. rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinas
pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Memasuki Tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
dan tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah belum dapat sepenuhnya
menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya
bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Di
samping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih
besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi
dengan meningkatnya kesgahteraan pekerja informal, meningkatnya
permasalahan Tenaga Kerja Indonesia akibat terbatasnya kesempatan kerja
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di Indonesia. Upaya pemecahannya juga masih menghadapi tantangan
yang cukup berat. Tingkat pendidikan, keterampilan/keahlian dan
kompetens tenaga kerja masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan untuk
mengatas permasalahan ketenagakerjaan antara lain meningkatkan
kuantitas tenaga kerja terampil, ahli dan kompeten seiring dengan tgntutan
ekonomi global. Selanjutnya, perubahan pola hubungan industrial s%andgra
pemerintah, pemberi kerja dan pekerja dalam rangkd .mentiptaran
harmonisasi hubungan industrial masih perlu dimantapkan

Penduduk Kebumen masih menghadapi kesfiian untcc mengakses
serta mengalami rendahnya kualitas pelayanan pendidikcn dan kesehatan.
Ketimpangan taraf pendidikan antar keloniod!s imasyarakat juga masih
tinggi. Selain disebabkan oleh perbedaan tin¢at pendapatan, hal tersebut
juga disebabkan oleh tingkat kesadarég masyarakdt “wang masih belum
melihat pendidikan sebagai bent iks#ingestasi. 4uglitas pendidikan masih
rendah dan belum sepenuhnydmampu menrgembangkan potensi peserta
didik dan kecakapan hidtprye w4ualitas pendidikan juga masih mengalami
ketimpangan antar(sstuan pendidikan antar wilayah. Tantangan utama
dalam pembangiinan“pendidikan.adalah desentralisasi pendidikan belum
sepenuh’iya terlaksana.

Dalgm,_sembangurian  kesehatan status kesehatan masyarakat,
erutama pendudui<imiskin, masih rendah dan disparitas status kesehatan
jt;a mash tinggi. Jenis penyakit yang diderita oleh sebagian besar
Ihasyarakat adalah penyakit infeks menular. Selain itu juga terdapat
kecenderungan terjadinya peningkatan penyakit tidak menular. Kapasitas
pelayanan kesehatan masih rendah serta jumlah dan kualitas tenaga
kesehatan masih terbatas. Tantangan penting lainnya yang dihadapi dalam
pembangunan kesehatan adalah perilaku masyarakat yang kurang
mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan
lingkungan serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola
alokasinya belum optimal. Dari aspek pelayanan kesehatan penduduk
masih terdapat ketimpangan yang mengkhawatirkan dimana biaya untuk
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mendapatkan akses pelayanan bagi penduduk miskin terutama di wilayah
pegunungan lebih besar daripada penduduk di perkotaan.

Kondis dan struktur perekonomian yang ada tidak cukup
mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk
untuk pemerataan. Iklim usaha masih belum kondusif, di bawaiy,iklim
usaha beberapa daerah tetangga di kawasan Barlingmascakeb. Barbegai
sarana dan prasarana pembangunan meskipun telah mula, ditifgkéiran
pada Tahun 2007 masih jauh dari memadai. Reformasi,straiktur €i<onomi di
berbagai sektor ekonomi yang telah dilakukan ggas, Tahui% 2007 masih
belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerci<kan sektor riil,
mengejar ketertinggalan dan menghadapi pelscanean yang meningkat. Hal
tersebut menyebabkan minat investasi meski4n meningkat belum sebesar
yang diharapkan dan kemampuan day® saing procuks lokal cenderung
lemah. Upaya untuk mendoron¢. esppr beluma maksimal akibat belum
optimalnya pemberian insentiiydan Tasilitasiy terutama kepada pengusaha
kecil dan menengah. PerandJeha Mikré Kecil dan Menengah yang besar
dalam menyerap l¢pargan kerja H2iuim diimbangi oleh kualitas Usaha

Mikro Kecil dag Meriéngah yanguwiemadai.

. Belum {ptimalriya pelayadart umum pemerintahan dan masih kurangnya
Savana prastsd pel ayalien umum

Memasuki«Jawun 2008, lembaga-lembaga publik dan birokras
dipgekirakan belum berfungsi dengan baik sesuai dengan perannya dalam
‘hemberikan pelayanan publik dan sebagai dinamisator pembangunan.
Tantangan utama antara lain adalah belum adanya komitmen moral
bersama yang utuh dari para aparatur, masih relatif rendahnya kapasitas
dan kesgahteraan aparatur, belum tuntasnya proses reformas sistem
kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara yang
bersandarkan pada prinsip-prinsp Good Governance, serta belum
terjainnya sinergi antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam
mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa.
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Tantangan lain  dalam rangka mempercepat pelaksanaan
pembangunan dan meningkatkan efektivitasnya adalah masih belum
berjalan sepenuhnya proses desentralisasi. Dengan kebijakan desentralisas
dan otonomi daerah diharapkan pengambilan keputusan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publif, akan
menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh peaaritiah
daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Namun meskipun kébijaran
desentralisasi dan otonomi daerah mulai dilaksanakane! Jarigari 2001,
memasuki Tahun 2008 masih akan ditemukan Jiedhagal ermasalahan.
Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesenti®lisasikan karena
peraturan dan perundangan sektoral yang maiiabelum disesuaikan dengan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Dafah.” Persepsi para pelaku
pembangunan terhadap kebijakan deserialisas dantanomi daerah masih
berbeda. Selanjutnya kerjasamal apiar goemerintan~daerah masih rendah,
kelembagaan pemerintah daercsy yang efekti® dan efisien belum terbentuk
serta kapasitas keuangan'dagre asmasih.texbitas.

Uraian di atas nmenuijukkan baliveiarmeskipun telah banyak kemajuan

yang dicapai, masih baryek yapg“harus diperjuangkan. Ukurannya adalah

membaikny/( kesgjahtevaan rakyat, meningkatnya rasa aman masyarakat dan

terjaminnya i4sa kdadilan.riasyarakat.

Berdasarkan pericapaian pada Tahun 20052006, permasalahan,

smatar han serta kendala yang dihadapi pada Tahun 2008 tersebut, ditetapkan

prio jtas-prioritas pembangunan pada Tahun 2008 beserta kegiatan-kegiatan
weKok yang harus dilaksanakan pada Tahun 2008.

C. Prioritas-Prioritas Pembangunan

1.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008

Untuk mengatasi berbagai kendala pel aksanaan pembangunan yang
muncul sebagaimana telah disebutkan di atas maka diperlukan skala
prioritas yang diharapkan mampu memberi fokus dalam pelaksanaan

pembangunan. Pemilihan prioritas telah disesuaikan dengan kondisi riil
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yang dialami oleh Kabupaten Kebumen dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang peranan
penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan
yang akan ditempuh. Prioritas pembangunan daerah juga mengacu pada
prioritas nasional sehingga diharapkan ada kesinambungan pifggram-
program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, sehinggassiorsas
pembangunan nasional memberi nuansa yang kental pada p¢netzpan
prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah dilakukan pada awin 20C¥ dan tahun-
tahun sebelumnya, berdasarkan pemasalahan dan tantangin yang dihadapi
pada Tahun 2008 dan mengingat ketersediazh wapasitas fiskal dan sumber
daya yang terbatas, prioritas-prioritas persbangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Ngsional yargs\menjadi prioritas
pembangunan pada Tahun 2008 ¢ da¥ahgorioritasyeng terfokus pada upaya
penyelesaian masalah mendesgk dan bergiempak luas bagi peningkatan
kesgjahteraan rakyat serfa giantaung oleh upaya-upaya untuk menciptakan
keadaan yang leffih Jaman, adid A0an demokratis. Prioritas-prioritas
pembangunan 4 asion&” kemuaian menjadi acuan penentuan prioritas
pembanfunan daeah dalam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah cgnoar penvéstdian kondisi riil yang dialami di Kabupaten
K ebnen adalah sebagai berikut:

a, Penanggulangan Kemiskinan
Untuk penanggulangan kemiskinan, prioritas kebijakan dilakukan
dengan cara:
1) pembangunan pendidikan, meliputi :

a) peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada kelompok
masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan
pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal
di daerah terpencil;

b) rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan

meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan;
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c)
d)

pengembangan pendidikan luar sekolah; dan
peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

2) kesehatan, meliputi :

3)

4)

5)

a)

b)

c)

peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui
peningkatan aksesbilitas dan jangkauan pelayanan keseltan;
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan padasiastcgs
pemerintah; dan

peningkatan kemampuan dalam pemberag asan, penyakit
melalui upaya preventif dan pemberdajaya masywrakat secara
partisipatif.

ketenagakerjaan melalui peningkatar) penyediaan informas pasar

kerja dan akses pasar kerja, meliputi ;

a)
b)

c)

monitoring dan evaluas burdg kerja;
peningkatan kualitas (uwibgr daya menusia melalui pelatihan
tenaga kerja yang sogual Kebutukign pasar; dan

penj g agan ke:jata e denganthursa kerja luar negeri.

embangunin prtarian, meiPaii
r.

a)

b)

c)

penig gkata™ saranas prasarana  penunjang  pengembangan
pertanic®, peternakan, perikanan dan kelautan terutama untuk
menyinjang peringkatan produksi;

intensifikas: pertanian dan pengembangan ternak rakyat
melalui® upaya pembinaan kesehatan ternak, bantuan
permodalan/gaduhan dan perbaikan mutu ternak; dan
pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pertanian.

perdagangan dan industri, meliputi :

a)

b)

peningkatan akses Usaha Kecil Menengah kepada sumber daya
produktif dan peningkatan akses pasar; dan

penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulas
peraturan dan pelayanan perizinan untuk menarik investasi.
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6) peningkatan pariwisata, meliputi :
a) pengembangan destinas pariwisata melalui pengembangan
keunikan lokal dan budaya masyarakat sekitar; dan
b) peningkatan promosi pariwisata.
7) penataan ruang, meliputi :
a) mitigasi bencanaalam;
b) penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
c) kerjasama dengan pemerintah daerah laing day, lenbaga

internasional.

b. Belum optimalnya pelayanan umum dai “surangnya sarana prasarana
pelayanan umum
Untuk mengatasi belum®, optimalnya~ pelayanan umum
pemerintahan, prioritas kebijékar valig dilallukan yaitu dengan cara
reformasi birokrasi, meligdti :

1) peningkatan kufitZdy, penyelenggaraan administrass melalui
peningkatangkud!iteassumber \daya manusia, antara lain dengan
penambziantaferens pelaihan, on the job training (tour of duty))
dan perubcian ingtitusinyang disesuaikan dengan kondisi terkini;

2) ausesinformasiypubiik dan layanan informas;

3) peningkatary “eberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangurian melalui partisipasi;

4) pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif; dan

5) penyusunan struktur birokrasi yang lebih menjamin pelayanan

publik secara optimal.

2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Kegiatan Utama Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2008, meliputi :
a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan serta

Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial
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1) Sasaran
Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
antaralain:
a) terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
b) terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di w#layah-
wilayah yang masih tertinggal; dan
c) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta bengéndaian
lgju pertumbuhan penduduk.
2) Arah Kebijakan
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan“slan mengurangi
kesenjangan, baik kesenjangan antar [10sgngan pendapatan maupun
antar wilayah, maka arah kebijakan yeiig ditetapkan adalah sebagai
berikut:
a) pemenuhan hak-hak ¢asd masyarakarwmiiskin secara bertahap
pada Tahun 2007 adagan Kegiatziypokok :
(1) pemenuhén Yakatas pendidikan dilakukan melalui :

(8 peniggkaan partisivasi pendidikan penduduk miskin
tercwina paoa.jenjang pendidikan dasar baik jalur
rormal_mawpun non formal melaui pembebasan biaya
pendidikan dasar untuk penduduk miskin melalui:

i\ pemberian bantuan biaya pendidikan dasar untuk
penduduk miskin untuk membantu anak miskin
dalam menyediakan kebutuhan sekolah; dan

ii. penyediaan berbagai alternatif pelayanan
pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan
pendidikan secara lebih variatif termasuk bagi
peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan
reguler.

(b) peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan non

formal untuk mengurangi angka buta aksara di wilayah
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perdesaan dan penguatan satuan-satuan pendidikan non
formal.

(c) peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk
mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan mutu
pendidikan terutama di tingkat dasar.

(d) peningkatan upaya pelayanan pendidikan melalyiy
i. rehabilitas dan pembangunan sarana prasarfnaiisik

pendidikan;
ii. peningkatan  partisipas Zasyarcsat  dalam
penyelenggaraan pendidikan; dan
iii. peningkatan kualitass “pendidikan dan tenaga
kependidikan.
(2) pemenuhan hak atas “elayanan «kesehatan dilakukan
melalui:

() pemberian pglayanan kesphatan pada penduduk miskin
di Pusedgmossdan jari hgannya;

(b) peniggkaian pelayanan kesehatan dasar; dan

) paerdy@nan kesshiatan gratis untuk penduduk miskin di
ruskesmas,dan kelas 111 rumah sakit.

(3) slemenuihaly hak atas air bersih dan sanitasi dilakukan
metaiul

(@) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pokok
rumah tangga di wilayah rawan defisit air, peningkatan
pelayanan air bersh yang berbasis partisipas
masyarakat, serta pemeliharaan dan normalisasi saluran
drainase yang berbasis partisipasi masyarakat;

(b) pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang
berbasis masyarakat agar lebih mampu meningkatkan
kepedulian mereka terhadap pemenuhan kebutuhan
sendiri, didasarkan pada sumberdaya yang dimiliki

sesuai dengan kemampuan masyarakat; dan
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(c) upaya peningkatan kesehatan lingkungan berbasis
masyarakat dan pengendalian pencemaran lingkungan
sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang
diakibatkan oleh penyakit yang bersumber pada
lingkungan.

(4) pemenuhan hak atas pangan dilakukan melalui :

(a) stabilisas harga bahan pokok khususnya'oeras,

(b) pemantapan ketahanan pangan; dan

(c) penyediaan beras bersubsidi unfikyakyat 1%iskin.

(5) pemenuhan hak atas rasa aman melaui :

(@) pembinaan ketertiban dar| k§amanan masyarakat yang
didasarkan pada analisis sitiasi dan kondisi daerah, agar
mampu menangaulangi secara ciniberbagai ancaman
dan gangguan'kefnaman ketertivan masyarakat sebagai
perwujudan®darl  upaya» perlindungan sosia yang
optimd;

(b) geniggkaian penBiriaan, pelayanan, dan perlindungan
sos&“dan hukuri bagi masyarakat;

(¢) vasilitasi, upaya perlindungan perempuan dan anak
terhédap tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan

(dyestsidisasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak
anak.

(6) pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
dan perumusan kebijakan publik melalui :

(@) memperluas kesempatan melalui  kebijakan yang
diarahkan pada perluasan aksesibilitas masyarakat
miskin terhadap sistem dan mekanisme perencanaan
dan penganggaran program pembangunan, dan
memperluas aksesbilitas masyarakat miskin terhadap

perencanaan dan pengel olaan tata ruang wilayah; dan
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(b) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui
kebijakan yang diarahkan pada pelembagaan partisipasi.

b) pengembangan ekonomi wilayah untuk mendukung pemenuhan

hak dasar dan mengurangi kesenjangan, dilakukan melalui

(1) percepatan pembangunan prasarana dan sarana ¢! ylivan
tertinggal melalui Dana Alokasi Khususguntak wilayah
tertinggal termasuk untuk masybgkat/korgunitas desa
terpencil terutama yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan, kelautan dan perike naérigasi, dan transportasi.

(2) peningkatan kapasitély, kelembagaan jeemerintah daerah,
dilakukan dengan k&gstan snokok :

(8) penataan Jelerahagaan dan/ ketatalaksanaan yang
bertujfansquniuk  semakin  efektif dan efisennya
kirok’as™ dalayiy, ‘nengantisipas  berbagai  bentuk
per&gahan lingklingan sosial politik masyarakat; dan

() peningkatan profesionalisme aparatur untuk

metiiagkatkan kinerja pelayanan publik.

perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian
lagu pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan secara
konsisten, melalui kegiatan pokok :

(1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan;

(2) perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi Remaja bagi keluarga miskin; dan
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(3) penyediaan aat kontraseps dan pelayanan Keluarga

Berencana gratis bagi keluarga miskin.

b. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Umum
Pemerintahan.
1) Sasaran
Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitaly, pereganan
publik meliputi pelayanan umum pemérintaliqn, pelayanan
pendidikan dan pelayanan kesehatan serta“aelayanan bidang
lainnya sampai akhir Tahun 2007 {%arahkan untuk mendukung
peningkatan dergjat kesehatan dan ‘arzsypendidikan masyarakat
melalui peningkatan akses, tdzutama penduddk, miskin, terhadap
pelayanan pendidikan dangcesshatan yangerkualitas. Secara lebih
rinci sasaran pembanfiunc.y,ituk peningkatan aksesibilitas dan
kualiatas pelayanaii bl irebdal ah-sesagai berikut:

a) meningkatmya [ kidlitas_geriyelenggaraan pemerintahan yang
dapatp a:'fnat) dari , Sarvakin - meningkatnya apresiasi dan
Kepercgvaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan
semein menivigkatnya nila  kepuasan publik terhadap
pel ayanan.hemerintahan;

b) meningkatnya kuantitas penduduk yang dapat mengakses
pelayanan pendidikan yang diukur antara lain dengan:

(1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah
Dasar/Madrasah | btidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket
A menjadi 109%, Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah /Paket B
menjadi 96% dan Angka Partispas Kasar jenjang
pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Keguruan/Madrasah Aliyah/ Paket C) menjadi
53%; dan
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2)

d)

f)

Q)

h)

(2) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-
12 tahun menjadi 91%, Angka Partisipasi Sekolah
penduduk usia 13-15 tahun menjadi 68%, dan Angka
Partisipasi Sekolah penduduk 16-18 tahun menjadi 43%.

meningkatnya akses masyarakat untuk  mendépatkan

pendidikan kecakapan hidup;

meningkatnya keadilan dan kesetaraan pefididikali Juitar

kelompok masyarakat termasuk antara gwilsyah “gau dan

tertinggal, antara perkotaan dan perddscqn, antega penduduk
kaya dan penduduk miskin, serta antara pendcsuk laki-laki dan
perempuan;

meningkatnya kualitas dan relevans! pendidikan;

meningkatnya kemandiria®y, sekolah <melalui manaemen

berbasis sekolah, pera sfrtg masyareket-/serta perbaikan proses

pembel g aran;

meningkatnye. pfoparsl keluasga yang hidup secara bersih dan

sehat;

meriagkaliya  praperss masyarakat  untuk  memperoleh

pelayarian kesehatan baik dari Puskesmas, rumah sakit, maupun

tenaya kesehaten terlatih;

menuranya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit.

menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; dan

meningkatnya ketersediaan obat esensial di berbagai institus
kesehatan daerah baik swasta maupun pemerintah.

Arah Kebijakan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan
pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

pemerataan dan keterjangkauan serta kuaditas pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada
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pelayanan bagi masyarakat miskin. Secara lebih rinci arah
kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai
berikut :

a) Melakukan upayareformasi birokrasi yang dilakukan melalui:

(1) perluasan akses informas publik melalui peningkatei, akses
publik terhadap pemerintahan;

(2) peningkatan kapabilitas pemerintah dalar . menioeliran
“delivery services’ sesua dengan Aturan hisgum yang
berlaku melalui :

(a) penyelenggaraan pendidikan dan pewtihan  aparatur
baik teknis maupun funjisignal untuk meningkatkan
profesionalisme pegawai de'am menjalankan tugasnya;

(b) mendorong aparatur pemerintah agasmeningkatkan;

(c) kapabilitasnya| s#depgan melanjutkan  pendidikan
formalnya;

(d) pemerubtn warana danprasarana aparatur pemerintah;

(e) penyusurian strukiyrrorganisasi pemerintah daerah yang
mewenuhi kaidah-kaidah aturan perundangan di satu
@'si dantmampu mengakomodasi dinamika perubahan di
sis. lannya dan

(f) peningkatan pengawasan fungsional dan masyarakat
serta  pengawasan melekat untuk  meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pemerintahan menuju
“Good Governance “.

(3) peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang
akomodatif pada aspirasi rakyat sebagai motor penggerak
pembangunan melalui :

(a) penerapan sistem perencanaan partisipatif dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah; dan

(b) penyusunan rencana strategis, standar pelayanan

minimal dan standar analiss biaya dinas/instansi/
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lembaga pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan
rencana kerja kegiatan pembangunan.

(4) penegakkan hukum (Law Enforcement) melalui :

(a) penegakkan Peraturan Daerah untuk meminimalisas
pelanggaran hukum oleh masyarakat;

(b) sosialisasi dan desiminasi peraturan hukuas, yaag
berlaku; dan

(c) pemberian bantuan hukum kepada ¢hasycyakat dan
aparatur Pemerintah Kabupsien, Kebamen untuk
menjamin kepastian hukum.

(5) peningkatan kualitas pelayancn wuiblik melalui upaya untuk
memudahkan “ customer” mescrima pelayanan perizinan
dan administrasi penduciyik melalui :

(a) penerapan periintn gatu atas/Cre Stop Services (OSS);
dan
(b) pelayenaf atministrasi_jpenduduk sesuai aturan yang
kol ziu,
b) mermihgkaielt pemeralaan dan keterjangkauan pelayanan
pendiditian dankesehatan yang dilaksanakan melalui :
(1) genuntasarrwajib belgjar pendidikan dasar sembilan tahun
metaiul
() pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal
dari penduduk miskin yang didukung dengan upaya
penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak
melanjutkan ke dalam sistem pendidikan; dan

(b) pemberian perhatian pada peserta didik yang
mengalami kesulitan belgjar.

(2) perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur
forma dan non forma antara lain melalui penambahan
sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya

tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama
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di wilayah perdesaan dan meningkatkan relevansinya
dengan kebutuhan duniakerja.

(3) menurunkan kesenjangan partisipas pendidikan antar
kelompok masyarakat melalui pemberian akses yang lebih
besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini€<urang
dapat terjangkau oleh layanan pendidikan.

(4) peningkatan aksesibilitas pelayanan kesenatan £meiaui
pembangunan, perbaikan, dan pengadaangberaldian medis
dan non-medis institusi pelayanay’ Wesehatcy Puskesmas
dan jaringannya.

(5) pengembangan jaminan kesehawgn, bagi penduduk miskin
melalui pelayanan kesehatan g:étis di Puskesmas dan kelas
[11 rumah sakit bagi masyarakat miskiq.

¢) meningkatkan kualites siclgyanan pendidikan dan kesehatan,
yang dilaksanakan iadalur :

(1) peningkatang” twalitas . darr  kuantitas  penyelenggaraan
pend dikan melalui vpgya:

&) mevrigkatkarinkbalitas proses belajar mengajar, tenaga
rependidikan;

£0) menamivah jumlah pendidik sesuai dengan peningkatan
iumiah peserta didik; dan

(c) meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan.

(2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara
lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan,
terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya, serta rumah sakit kabupaten.

(3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan
kualitas pendidikan melaui :

() pengembangan sarana perpustakaan dari tingkat sekolah

dasar sampai sekolah menengah; dan



(b) pengembangan sarana laboratorium dari tingkat sekolah
dasar sampai sekolah menengah.

(4) pengembangan kurikulum, bahan gar, dan model-model
pembelajaran yang mengacu pada standar nasional melal ui:
(8) pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; ¢éan
(b) peningkatan  kapasitas tenaga  pendidik s urigik

menyesuaikan  diri  dengan  kurikuium © Oerbasis
kompetensi.

(5) pemerataan dan peningkatan kualitisipelayaripn kesehatan
dasar melalui :

(a) peningkatan pemenuhan fastitas kesehatan dasar yang
mencakup antara lain perrignuhan kebutuhan peralatan
kesehatan di Puskestinas dan jaringannya;

(b) revitalisas in{iits gkesehatansgarda terdepan seperti
Posyandu 0cg Polindes; gien

(c) peningkatawpromasii_kesehatan sekurang-kurangnya
[ommos kesehatghtbu dan anak, keluarga berencana,
perdakan giziJkesehatan lingkungan, pemberantasan
penyakit,menular, dan pengobatan dasar.

(6) sleningkatar cakupan layanan air minum dan penyehatan
lingkungan sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat terutama masyarakat miskin di perdesaan dan
perkotaan melalui :

(8) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air
minum; dan

(b) stimulasi pembangunan fasilitas dasar penyehatan
perumahan dan lingkungan;

d) meningkatkan relevans pendidikan dengan kebutuhan
pembangunan melalui :

(1) penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program
studi pendidikan melalui :
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(@) pemenuhan kapabilitas sekolah kejuruan dalam
menyesuaikan diri dengan pasar kerja; dan
(b) penyesuaian kualitas pendidikan sekolah kejuruan.

(2) peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka
mendukung upaya penurunan jumlah penganggur@a dan
peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peashiriaan
intensif terhadap pendidikan luar sekolah“baik™ ¢ari | segi
manajemen maupun jenis keahlian yang, diztiliki:

€) memperkuat mangemen pelayana’ 4 pendidikan  yang
dilaksanakan melalui :

(1) penyigpan sistem pembiayacn pendidikan yang berbasis
siswa (Sudent-Based Financi#ig) atau berbasis formula
(Formula-Based Financigg) yang diduikung dengan upaya
meningkatkan kimitmen Pemesivitah Daerah  dalam
pembiayaan_“paadidikan priglaui peningkatan  alokas
penyel eng garac apendidikan’ untuk mengatasi permasal ahan
pemliiavaan pendidikzn

(2) ponguaedt’ pelamsanaan otonomi dan  desentralisas
pengelolaan, pendidikan kepada satuan pendidikan dalam
senyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien,
transwaran, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif
melalui:

(a) penetapan secara tegas tanggungjawab setiap tingkatan
penyelenggara pendidikan; dan
(b) fasilitas penyusunan standar pelayanan minimal.
f) meningkatkan perilaku hidup bersh dan sehat, yang
dilaksanakan melalui :

(1) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola
hidup sehat antara lain meliputi peningkatan promosi
keschatan dan pemberdayaan masyarakat  untuk
menumbuhkan perilaku hidup sehat, fasilitas peningkatan
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kualitas lingkungan, dan pengembangan kesehatan sistem
kewilayahan.
(2) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sgak

usiadini antaralain meliputi:

(a) pengembangan media promosi kesehatan dan teigol ogi
komunikasi, informasi dan edukasi; dan

(b) Pengembangan upaya kesehatan bersumoer mabyalaxat
seperti poliklinik desa pos pelayarangt=rpacyy, pondok
bersalin desa dan usaha kesehafsi14ekol ah:

Rehabilitas dan Pembangunan Infrastrukiur
1) Sasaran Pembangunan
Sasaran rehabilitasi ¢am, pembangunan Snrrastruktur, sebagai
berikut :

a) berkurangnya simokcy, kerusakey” jalan dan jembatan dengan
upaya pemelihg’aai jalan gaa jeémbatan;

b) meningkatsiyas prasarand ) dan sarana transportas termasuk
'midliips jaan dariNemnbatan kabupaten, jalan tembus antar
kabufaten, jalan fintas propinsi serta pengembangan sistem
aseisportasinya;

C) terjaganyatingkat layanan irigasi bagi petani;

d) berkurangnya lama dan luas genangan bak di kawasan
perkotaan maupun perdesaan; dan

€) meningkatnya kualitas fasilitas umum termasuk wajah kota dan

ruang terbuka hijau.

2) Arah Kebijakan
Dalam upaya pembangunan dan rehabilitas infrastruktur
yang telah dilakukan harus dapat memenuhi kenaikan kebutuhan
yang ada. Kondis pelayanan dan penyediaan infrastruktur harus

dapat mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara
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kebutuhan dan penyediaanya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus

dipercepat untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan

ekonomi, maka arah kebijakan yang ditetapkan akan dilaksanakan
melalui kegiatan pokok :

a) pembangunan infrastruktur transportas diarahkamg, pada
peningkatan  aksesibilitas masyarakat terhadapf{ pusat
perekonomian dan meningkatkan tingkat ¢elaycpan jalan
Kabupaten Kebumen melaui :

(1) pemeliharaan/rehabilitasi  jalan dan “jembatan yang
diperlukan untuk mempertahenkgn,tingkat pelayanan jalan
dan jembatan;

(2) peningkatan jalan dan jembatan yand ‘semakin diperlukan
karena peningkatia#nchilitas masyarakat serta distribus
barang yang “semakin nenjangkau seluruh  wilayah
Kabupate!: Kietiwmen. Haniri mengakibatkan beberapa ruas
jaan‘kakupaien menigslikan peningkatan kapasitas maupun
WoNstrung, termasul jalan tembus antar kabupaten;

(3) penunjang pembiangunan Jalan Lintas Selatan-Selatan Jawa
sebagai i«Orisekuens dilintasinya Kabupaten Kebumen oleh
Jalan\ Selatan-Selatan Jawa yang membentang dari Jawa
Barat sampai Jawa Timur, yang akan operasional pada
Tahun 2009, di mana dengan kondisi tersebut maka
diharapkan pembebasan tanah dapat diselesaikan pada
Tahun Anggaran 2008, dengan skema pembiayaan
pembebasan tanah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.
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b)

(]

(4) pengembangan transportasi, meliputi  pengembangan
infrastruktur jalan dan jembatan dan pengembangan
fasilitas perhubungan termasuk peningkatan pelayanan
perhubungan.

pembangunan infrastruktur  pengairan diarahkan4, pada

ketersediaan air irigas untuk menunjang pembangmaaridi

bidang pertanian. Upaya ini akan dilaksanakan gmeiraui
kegiatan pokok :

(1) operasi dan pemeliharaan sarana dafi rasarary irigasi yang
dilaksanakan untuk mempertahankan “%ingkat layanan
jaringan irigasi sekurang-kurarignya 70% dari luas area
terairi termasuk jaringan irigasipedesaan; dan

(2) pengelolaan pengairan tegmasuk di dalamnya adalah upaya-
upaya perbaikan (Aly ¢rainase~untuk pengedalian banjir
sehingga dapat “gengurangi fama dan tinggi genangan pada
kawasan {arténawserta pevbdikan tebing sungai yang rawan
mendangam permukipan dan fasilitas umum maupun
qsial.

pengelGiaan  lingkungan permukiman untuk meningkatkan

kebd/'sihan dat keindahan kota yang berimbas pada tingkat

kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pokok :

(1) menciptakan sistem drainase perkotaan di Kabupaten
Kebumen yang dapat mengurangi luas dan lama genangan
air sehingga sistem drainase terpasang dapat terpelihara dan
pembangunan drainase diharapkan menyeluruh dengan
penambahan Tempat Pembuangan Akhir untuk pengelolaan
sampah yang baik dan merupakan satu sistem tata kota;

(2) perkembangan wilayah yang pesat seiring dengan
perkembangan penduduk yang mengakibatkan volume

sampah meningkat;
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(3) pemeliharaan Lampu Penerangan Jaan Umum dan
pemasangan Lampu Penerangan Jaan Umum yang
lokasinya merata di 26 (dua puluh enam) kecamatan serta
didukung operasi penertiban Lampu Penerangan Jalan
Umum tidak resmi untuk mengantisipasi perkemiangan
wilayah dan mobilitas masyarakat membutuhkasglariau
penerangan jalan umum untuk menambah Keinaalan Jkota
dan menambah rasa aman di daerah rawanalian

(4) perbaikan wajah kota yang dapatgnagcitraken Kabupaten
Kebumen dengan visualisasi bangunab-bangunan dan
lansekap yang sesuai; dan

(5) penyediaan faslitas , umum tdan fasilitas sosial untuk
menampung kebutuhan ryasyarakat al{an,prasarana olahraga

dan kebutuhan are | #emakaman:

d. Revitalisas Pertanian ¢an ~erdesagn
1) Sasaran Pen baligunan

Sasman evitalisasi Réftariian dan Perdesaan, meliputi :

{) tercalainya perfunibuhan Sektor Pertanian, termasuk Perikanan
o Kehut&Ran sebesar 2% pada Tahun 2008;

b) terciptafiya lapangan kerja di perdesaan, khususnya lapangan
kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka
pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; dan

c) meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat
perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan
produktivitas pekerja di Sektor Pertanian.

2) Arah kebijakan
Masyarakat perdessan merupakan bagian terbesar
penduduk Kabupaten Kebumen, dengan kegiatan usaha berbasis

pertanian dan sumberdaya lokal lainnya. Oleh karena itu
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peningkatan kesgjahteraan kelompok masyarakat tersebut
dilakukan secara menyeluruh baik secara sektoral (Sektor
Pertanian) maupun secara spasial (kawasan perdesaan). Pada
dasarnya arah kebijakan yang ditempuh adalah untuk
mengoptimalkan dan menggali potens  wilayah 4, serta
memberdayakan masyarakat agar mampu mengelolamgotegs
wilayah secara produktif dan efisen untuk © meniggkéinan
kesgjahteraannya. Untuk itu beberapa arah kebiialkzn perabangunan
Sektor Pertanian dan kawasan perdesaan agtic) sebagyi berikut :

a) peningkatan produktivitas dan kualitas peta dan pertanian,

melalui melalui kegiatan pokok artasalain :

(1) penguatan kelembagaan dan jénumbuhan kembali sistem
penyuluhan, pendampirngan pertaniaid @an perikanan serta
peningkatan kema apdarypetani,melaiui :

(@) penyempurrigan, pengembangan  basis data dan
infornias’ pstanian dea perikanan;

(b) genguatart sisteenyuluhan di daerah dan upaya
per&ampingan.<epada petani dan nelayan, terutama
untuk daeran-daerah yang basis data dan informasinya
sudan iiemadai; dan

(c)ypelatihan dan pembinaan petani, pembudidaya ikan dan
nelayan serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia penyul uh pertanian.

(2) peningkatan penerapan teknologi tepat guna dan spesifik
lokasi melalui sosialisas dan diseminasi teknologi tepat
guna bidang pertanian untuk meningkatkan efektivitasnya.

(3) pengembangan usaha agrobisnis untuk meningkatkan mutu,
nilai tambah dan daya saing komoditas melalui:

(@) pengembangan  budidaya perikanan  perdesaan,
pengembangan tambak dan pengembangan perikanan

tangkap; dan
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(b) optimalisasi pengelolaan produk perikanan, peningkatan
mutu dan nilai tambah hasil perikanan dan
pengembangan teknologi tepat guna di bidang
perikanan.

(4) peningkatan akses petani terhadap sumber daya pitgduktif
dan permodalan akan diarahkan untuk menisgkalian
kinerja dan produktivitas petani yang dilakukangmeraui
kegiatan pokok antaralain:

(8) dukungan ketersediaan sarana pfodiiks deg pengolahan
hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;

(b) pembangunan dan relacilitas  sarana prasarana
perikanan seperti pelabuha¥perikanan, armada tangkap
dan peralatan tangkep skala kecil ‘serta perbenihan di
wilayah-wilay{hdentra perikanas;

(c) peningkataritayanan lemipaga keuangan perdesaan dan
usaha' k&l menengal? dan koperasi di perdesaan
nielz i Kegiatan@staralain :

(1) “Ee€mbinaanlJsaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam;
dan

(i) barituan modal.

b) peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif dan
permodalan melalui peningkatan kinerja dan produktivitas
petani, dengan kegiatan pokok pengadaan dan rehabilitas
sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian

dan perikanan.
C) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah

tangga petani akan dilakukan melalui kegiatan pokok antara

lain:

92



(1) pengamanan ketersediaan pangan melalui :

(a) upaya-upaya pengamanan lahan beririgasi, optimalisasi
jaringan irigas terutama lahan tidur, yang didukung
dengan peningkatan ketersediaan air untuk masyarakat
di perdesaan dan usaha pertanian dan perikanan,4lengan
melakukan  peningkatan  kualitas  operasy, dan
pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan” irigas® priimer
dan sekunder, terutama di wilayah afang Weerupakan
lumbung pangan daerah, memfdsititasi de mendorong
para petani untuk mampu menjan®n berfungsinya
saluran tersier serta teruy, smengupayakan Sistem
Pengelolaan Daerah Alirét Sungai yang menunjang
keberlanjutan ketersedliaan air irigass dan

(b) upaya diveriifitasy pangar~ untuk peningkatan
pendapatan ¥'an meningkatkan mutu konsumsi pangan,
serta Lpayapenurunan, Kehilangan (losses) pada proses
[2ngol anan paned:

(2) & elakseriakan langkah-langkah perlindungan kepada petani
dan"nelayan, daii persaingan dan perdagangan yang tidak
#dil dan'serat melalui kegiatan pokok:

(a)ypeningkatan kapabilitas petani dan nelayan; dan

(b) fasilitas pemasaran hasil produksi dan penyusunan

regulasi yang berpihak pada petani dan nelayan.

d) peningkatan diversifikasi ekonomi perdesaan akan diarahkan
pada:
(1) pengembangan kegiatan ekonomi non pertanian dengan
memperkuat keterkaitan sektoral antara Sektor Pertanian,
Industri dan Jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial

antara kawasan perdesaan dan perkotaan, melalui :
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(@) penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro
tradisional dan pengrajin melalui penyediaan modal
kerja, pendekatan pembinaan/pelatihan sentra-sentra
produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan
infrastruktur perdesaan; dan

(b) mengurangi hambatan usaha dan arus komogitas an
input produksi pertanian dan perikanan ai tingkat ckdl.

(2) peningkatan kapasitas masyarakat persleszan urtuk dapat
menangkap peluang pengembafigan  ekenomi  serta
memperkuat kelembagaan dan modal Sesial masyarakat
perdesaan yang berupa |a%gan kerjasama untuk
memperkuat posisi tawar, melei:

(a) fasilitas penguatan“embaga dad “organisasi berbasis
masyarakat d séergesaan melsiui  program-program
pemberdayanyn masyarakai dan kemitraan dengan pihak
ketiga paingdtal; dan

(b) genimgkalan partisinasi masyarakat perdesaan, terutama
kauw? pereqipuan dan masyarakat miskin  dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pemiyarigunan perdesaan.

(3) pergempangan usaha mikro kecil dan menengah melalui:

(a) pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri
disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan
usaha;

(b) meningkatkan  kualitas koperas sebagai wadah
organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha
dan efisiensi kolektif; dan

(c) memberi kemudahan akses Usaha Mikro Kecil dan
Menengah pada lembaga keuangan untuk pemenuhan

modal kerja.
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(4) optimalisas pemanfaatan hutan untuk mendukung
diversifikas usaha di perdesaan dan menjaga fungsi hutan
dalam penyediaan pasokan air, melalui :

(@) pengembangan pemanfaatan hutan tanaman dan hutan
rakyat; dan
(b) pemanfaatan hasil  hutan non kayu smelciui

pengembangan hutan kemasyarakatan (Social Foresuy).

€) peningkatan infrastruktur perdesaan gucp, pertapahan untuk

menampung berkembangnya kegiatan ekonGai di perdesaan,

diarahkan pada :

(1) pembangunan jalan, perdesfan  dengan pendekatan
Community Based Devergoment;

(2) pembangunan sarina’ panyediaaa tenaga listrik di daerah
perdesaan dan Gyerah yang bevum berkembang; dan

(3) pengembéngdn destinasi, pariwisata melalui pengembangan

keun'kar 10ka dan kitidaya masyarakat sekitar

e. Peniagkatanfian Perlgasan Kesempatan Kerja

1)

2)

Sasire’t Pembénigunan

Sasaray yang hendak dicapai pada Tahun 2008 adalah
menekan laju pertumbuhan pengangguran terbuka dari 35% per
tahun menjadi 25% per tahun dari pertumbuhan angkatan kerja,
meningkatkan investas sebesar 8,7% pada Tahun 2007 menjadi
8,8% pada Tahun 2008.

Arah Kebijakan

Peningkatan kesempatan kerja terutama ditempuh dengan
mendorong percepatan perkembangan sektor riil  melalui
peningkatan investasi baik oleh swasta maupun pemerintah. Selain

itu, untuk lebih mempercepat bergeraknya sektor riil, ditempuh
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kebijakan untuk meningkatkan akses pelaku usaha, khususnya
usaha kecil dan menengah, kepada sumber daya produktif serta

peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan.

a) menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pesluasan
kesempatan kerja pada industri rumah tangga, kaail “dan
menengah dan mempermudah orang untuk meléxukan f.eg aian
ekonomi termasuk bagi pengusaha kecil ;dag’ rumah tangga,
melalui :

(1) menyiapkan perangkat dan menyelemikan prosedur
penyelesaian perselisihan hukiurgan industrial yang cepat,
tepat dan adil melalui kegiatan gokok :

(8 melakukan  berbaggi  persiagar, “ dalam  rangka
pelaksanaan U ngang-Undang “Nomor 2 Tahun 2004
tentang Perijidlesaian Persalisthan Hubungan Industrial
yang ‘disariyguhkan. pefaksanaannya dalam Peratuan
Femerintan PengGanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
200%;

(h) Peningkatan® kinerja Balai Latihan Kerja dengan
menyerenggarakan pelatihan berbasis kompetensi; dan

(c)«faslitas  kegiatan pendukung pasar kerja melalui
penguatan kelembagaan, informasi pasar kerja, dan
bursa kerja.

(2) penyempurnaan  dan  konsolidasi  program-program
penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui kegiatan
pokok:

(a) fasilitas kerjasama investor dengan Usaha Kecil dan
Menengah lokal yang efektif dan efisien;

(b) pembinaan industri mikro kecil dan menengah agar
mampu  meningkatkan kemampuan  mangemen

usahanya; dan
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(c) koordinasi program pembangunan infrastruktur secara
swakelola oleh masyarakat desa untuk menciptakan
lapangan kerja di tingkat desa.

b) memperbaiki pelayanan publik di bidang investasi4sesuai

C)

dengan standar pelayanan dan mengutamakan perlakuaa yang

non-diskriminatif terhadap calon investor mdalui” f.eg aian

pokok :

(1) memberikan bantuan serta fasilifasy, atas Wenyelesaian
masal ah yang timbul dalam pelaksanaan irvestasi;

(2) memberdayakan dunia usig, .lokal dalam rangka
meningkatkan investasi, termaSuk peningkatan kerjasama
penguatan investas Uscha Kecil den\Vienengah melalui
kemitraan dengan {1saiahesar;

(3) melakukan _pramosi invesiass dan  kerjasama  yang
terkoordirias?, ¢

(4) men¢rapian konsep’ Rarayanan Perizinan Satu Atap (One
§lop Scwice).

men-ngkatkan“kinerja perangkat daerah serta kualitas aparatur

pemerigatah daerah dalam rangka meningkatkan investasi dalam

rangka meningkatkan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan

prinsip-prinsip organisas modern dan berorientasi pelayanan

masyarakat serta meningkatkan profesionalisme aparatur

pemerintah daerah, melalui kegiatan pokok :

(1) fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan; dan

(2) faglitas  peningkatan kemampuan daerah  untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa memberatkan
dunia usaha dan kegiatan investasi.
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d)

meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi

dunia usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah dalam

rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi
dunia usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah, melalui
kegiatan pokok :

(1) fadlitasi dan penyediaan kemudahan dalam legalisasi, usaha
dengan mengembangkan pola pelayanan satu atgh uriuk
memperlancar proses dan mengurangi biaya periZyan; dan

(2) peningkatan pengembangan usahagiihisnis jiang melipuiti
mata rantai subsektor hulu (pasokan “wput), on farm

(budidaya), hilir (pengolahan)dag iasa penunjang.

meningkatkan daya saing irWustri Usaha{KeCil dan Menengah

yang ditujukan untui sfieringkatkanskapasitas pemanfaatan

teknologi produksy, dan upaye» peningkatan efisiensi dan
efektivitas blrbagawfasilitasi_perdagangan, dan mendukung
upaya rvitisas pertaDiart dan perdesaan, melalui kegiatan

POKQX :

(1) penigkatan, effsiens perdagangan dan inisias fasilitas
gengembarigan prasarana distribusi tingkat regional dan
prasarana subsistem distribusi lokal, serta pengembangan
perdagangan berjangka;

(2) faglitas kemitraan usaha antar pelaku industri
kecil/menengah dan memformulas rencana aks untuk
pengembangan klaster perdagangan yang substitusional;
dan

(3 mendorong promos hasil industri Usaha Kecil dan
Menengah melalui kegiatan pameran baik yang bertaraf
nasional maupun internasional, fasilitasi pemasaran dan

jaringan distribusinya.
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f)

@

Meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah kepada

sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan akses para

pelaku usaha kepada sumberdaya produktif — untuk
pengembangan usahanya, melalui kegiatan pokok :

(1) penguatan jaringan pasar domestik produk Usaha Ké&gil dan
Menengah dan anggota koperasi, melalui pengesabarigan
lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usana, daf Sisiem
transaks usahayang bersifat on-line;

(2) pengembangan mekanisme alternaliiybantuzy teknis dan
finansial langsung ke usaha kecil dan menengah potensial
untuk menjamin efektivitas pe nainaan;

(3) peningkatan kapasitas industi# rumah tangga, kecil dan
menengah, terutama y&ng berbasis «omoditi unggulan
daerah untuk meriio¥ong pertunabiban ekonomi lokal dan
memanfaatkan patens daeraliydan

(4) pemberda,asn Tedustri rumah tangga, kecil dan menengah

dalarh radigka mempé@iciiat jaringan klaster industri.

meningratkan kuallias tenaga kerja dan kewirausahaan melalui

nendidikan formal, pelatihan dan pengembangan di tempat

kerja sshiagal satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya
manusia yang komprehensif dan terpadu senantiasa terus
ditingkatkan, melalui kegiatan pokok :

(1) peningkatan pendidikan menengah, terutama pendidikan
menengah keguruan dan pendidikan tinggi dalam
pengembangan model-model pembelgaran yang mengacu
pada standar nasional dan mempertimbangkan standar
internasional, serta kerjasama dengan dunia usaha dan

duniaindustri;
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(2) penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang
meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belgar
masyarakat, dan satuan pendidikan yang sgjenis;

(3) pengembangan standarisasi dan sertifikass kompetens
tenaga kerja, terutama pada Sektor Industri; dan

(4) penyelenggaraan program pelatihan berbasis kom [
Balai Latihan Kerja, terutama pada sekfOr- g
sudah siap standar kompetensinya [ tCy, Industri,
Jasa dan Pariwisata.
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BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 merupakan penjabaman dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010 tahun ketiga d'an
memuat kerangka kerja tahunan dari Satuan Kerja Pemerintah Dderah. ercéna
Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk menyusun,(Rencgna Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Asiggaran Fapdapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 serta Prioritas dan “®afon Anggaran
Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Ariggaran 2008.

Untuk itu perlu ditetapkan kai dah-kaidah pelak<siaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2908 tidak hafya memuat kegiatan-
kegiatan dalam kerangka investas [‘epicrintah dan Relayanan Publik, tetapi
juga memuat rancangan kerangky, ekoriomi gesrah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan | eplienzannya. haik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerali madput yangrCitempuh untuk mendorong partisipasi
masyarakat;

2. Satuan Kerla Perangeat Daeral® dan seluruh stakeholders pembangunan
termasuk majyarakt luas dar dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan
pragram=program Repcana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 dengan
asbai -baiknya;

R Sebcgai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dferah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga disusun dengan mengikuiti
pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan
dalam Peraturan/Undang-Undang Keuangan Negara;

4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Bantuan Luar Negeri,
maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008;
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5. Partisipas masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan nantinya
akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan
dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan
serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program
pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kiggiatan
yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-iaglarigan
yang berlaku. Masyarakat juga dapat bertindak sebagai pengawas dgian) pe-
|aksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan/program-programg.embaggunan;

6. Dalam rangka meningkatkan efisiens dan efektivitas j\elaksarpan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, Badan Perencanasn Pembangunan
Daerah berkewajiban untuk melakukan pemanteucg terhadap penjabaran dan
sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahih 2008 ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja faerah Tahud Anggaran 2008 serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Seri eplarg Satuan- tierja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2008.
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BABV
PENUTUP

Rencana K erja Pemerintah Daerah Tahun 2008 memuat rancangan keqtangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendamganiiya
yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang, dinyaiakar, bihwa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedomsén uituk pe&yusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disuc 2y sebagai konsekuens dari
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Talwi 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Percduran Pemerigitah*Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalie) glap Evaluasii’elaksanaan Rencana
Pembangunan, oleh karena itu dinerfakan koordipds® antar instans pemerintah
dan partisipasi seluruh pelaku pefnbarigunaymeralui forum-forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah maupyin aiun’ Gabungan/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
Musyawarah Pey&icanasy Pembangunan yang berfungsi sebagai forum untuk
menghasilkan kiasepakz.an terstamia sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan
prograpt dan kegiatan yang\téicantum dalam agenda nasional .

Dr¢ias penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  telah
wempel imbangkan asumsi—asumsi pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku dalam bentuk asumsi kemampuan fiskal daerah.
Sehingga seluruh kegiatan belanja pembangunan selain pembiayaannya diusulkan
ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah juga diusulkan pula ke
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (desentralisasi).

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi
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acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk
mengevaluas penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kebumen selain dilaksanakan
oleh jgaran Pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masycyakat
untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ade, s#ingga
cita-cita masyarakat Kabupaten Kebumen sesuai visi dan misi® yasa tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dég it segergterwujud.

EJPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH
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Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN OMOR
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